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Abstrak

Pemerintah senantiasa berupaya agar program pendidikan wajib belajar 9 tahun berhasil dengan baik. Keberhasilan itu salah satunya ditandai dengan terbukanya kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang tidak dapat mengeyam dan melanjutkan pendidikan dasar – termasuk dalam kategori ini adalah anak-anak rawan putus sekolah yang bekerja di jalanan. Berbagai pendekatan telah dilakukan agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana anak-anak usia sekolah lainnya. Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah satu dari program pemerintah yang dilaksanakan di beberapa kota untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan kondisi tersebut di atas. Keberhasilan salah satu SD di Kota Mekar dalam menyelenggarakan program KLK ini menjadikan SD tersebut sebagai percontohan nasional dalam penyelenggaraan KLK. Hal ini terbukti dengan kepercayaan pemerintah pusat untuk menambah sebuah lokasi lagi di kota yang sama sebagai penyelenggara program KLK. Atas dasar keberhasilan inilah dilakukan penelitian untuk mengetahui manajemen pengelolaan KLK pada dua SD tersebut.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan peran kepala sekolah pendidikan model Kelas Layanan Khusus di kedua lokasi penelitian (2) mendiskripsikan pola pengadaan tenaga pendidikan model Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar ke dua lokasi penelitian. (3) mendiskripsikan pola rekruitmen, pengelolaan dan evaluasi peserta didik pendidikan model Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar di kedua lokasi penelitian, yang meliputi: a) mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pengelola program dalam melaksanakan Kelas Layanan Khusus, b) mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola program dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan Kelas Layanan Khusus. (4) mendeskripsikan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan Kelas Layanan Khusus di kedua lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus pada SDN Kutolimo 10 Mekar dan SDN Tanjungan 5 Mekar. Sebagai informan adalah kepala sekolah, guru, dewan sekolah, tokoh masyarakat, orang tua siswa dan petugas pada unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan. Teknik analisa data, induktif deskriptif dengan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk data digunakan uji trianggulasi. Penelitian berbentuk multisitus, maka ada dua analisis data yang digunakan yaitu analisis dalam situs dan analisis lintas situs.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran kepala sekolah di kedua lokasi penelitian dapat ditandai dengan beberapa ciri yaitu: memiliki kemampuan memahami visi atau tujuan dari KLK dan menyampaikannya kepada orang lain, melibatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, totalitas dalam pekerjaan dan memberi teladan kepada staffnya, melakukan evaluasi dan analisis program serta menyelesaikan masalah yang ada (2) pengadaan guru pada KLK melalui proses seleksi dan pelatihan, selanjutnya para guru mendapatkan kompensasi baik berupa materi maupun non materi. (3) pola rekruitmen dalam pencarian peserta didik (siswa) adalah dengan cara menelusuri buku induk yang ada di sekolah dan selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan yang dibantu oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, a) kendala yang dihadapi oleh pengelola KLK adalah, masalah motivasi belajar siswa, adanya siswa yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, atau hidup sendiri serta menjadi kelompok-kelompok anak jalanan b) untuk mengatasi kendala tersebut pihak pengelola melakukan pendekatan informal dan personal kepada siswa dan orang tua serta melibatkan aparat keamanan ketika menyangkut permasalahan yang terkait dengan kelompok anak-anak jalanan, (4) adapun peran masyarakat dalam program KLK adalah mendukung keberadaan program, membantu mensosialisasikan dan merekrut calon peserta didik serta memberikan bantuan untuk ikut mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program KLK.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengelolaan pendidikan model Kelas Layanan Khusus di kedua situs melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan perekrutan siswa. Pendekatan personal dan informal dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada seperti masalah motivasi siswa dan permasalahan ekonomi. Adapun untuk mengelola KLK dibutuhkan tenaga profesional yang dilakukan melalui perekruitan dan pelatihan serta diberikan kompensasi berupa materi dan non materi.

Memperhatikan kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang disampaikan yaitu: (1) Hendaknya Depdiknas Pusat khususnya PTKSD hendaknya menjalin kersama dan melibatkan institusi yang terkait ketika merumuskan perbaikan program KLK, misalnya: Departemen Sosial, karena permasalah peserta didik KLK tidak akan maksimal tanpa penanganan yang komprehensif dan menyeluruh yang melibatkan banyak pihak. (2) Keberhasilan program KLK sudah selayaknya mendapat dukungan Pemerintah Kota/Kabupaten, baik berupa dana maupun fasilitas yang mendukung serta kesejahteraan pengajar dan pengola KLK. Dinas Sosial hendaknya mendukung dengan melakukan pemberdayaan yang memandirikan orang tua siswa KLK secara ekonomi karena akan menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan program KLK. (3) Bagi Depdiknas Kota Mekar, keberhasilan kedua SDN tersebut bisa dijadikan percontohan untuk pengelolaan KLK di SD lainnya dan melakukan kajian khusus serta kerjasama dengan pihak lain, untuk membuka program sejenis yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat – seperti diselenggarakan SD/MI swasta yang berminat, untuk itu diperlukan aturan, petunjuk teknis dan sosialisasi kepada institusi terkait seperti Pemerintah Kota dan parlemen daerah. (4) Kepala sekolah hendaknya melibatkan seluruh komponen yang ada agar bisa bekerja sama dengan baik dengan cara memahami visi dan misi dari program KLK, dengan melakukan pertemuan reguler dimana pada saat itu masing-masing pihak bisa memberikan perkembangan yang dicapai sehingga bisa dilakukan evaluasi dan diambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan jika ada suatu permasalahan. (5) Keterilbatan Komite/Dewan Sekolah lebih ditingkatkan lagi terutama yang berhubungan dengan orang tua anak-anak yang belajar di KLK, karena idealnya kepala sekolah dan guru berfokus pada pengajaran peserta didik, sementara komite sekolah berfokus mencari dan menciptakan terobosan untuk pemberdayaan ekonomi orang tua peserta didik KLK. Dengan demikian dirapkan keberhasilan program KLK tidak bersifat temporer yaitu tidak hanya ketika peserta didik duduk di bangku SD tetapi juga ketika menginjak tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. (6) Perlu adanya sosialiasi yang baik dari Dinas Pendidikan tentang program KLK sehingga diharapkan partisipasi masyarakat semakin besar dengan cara melibatkan dan mensinergikan program-program dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan anak-anak jalanan.
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Abstract

The government makes an effort so persistently to succeed the nine year compulsory learning. This compulsory learning program hopes that all level of the communities have the chance to get educational services. As the fact is that there are still many lower class communities that cannot have the educational services and continue the primary education. The street worker children-- who are eager to quit school to work in the street—are included into this lower class.

The government has done some approaches to persuade this class (the street worker children) to have educational services as well as the children at their ages. The Special Service Class (Kelas Layanan Khusus / KLK) is one of the government’s programs run in some cities and suburbs to deliver educational services to the children with the special condition mentioned above. 

The achievement of a Public Elementary School (Sekolah Dasar / SD) in Mekar city in running the KLK makes this SD become a national pilot project of running KLK. It is proven by the government’s trust to open another KLK program in different location in the same city. Based on this achievement, this research is conducted.

The aims of this research are: (1) describing the role of principals in the KLK education model (2) describing the way of staff’s recruitments in the two research sites, (3) describing the new students’ enrollment and evaluation of KLK in the two elementary schools, including a) describing the problems faced by the management of KLK, b) describing the ways to overcome the problems 

This research used qualitative approach with the multi-sites study at SDN Kutolimo 10 Mekar and SDN Tanjungan 5 Mekar. The informants are the principals, teachers, school boards, society leaders, parents, and educational affairs officers.

The data analysis is inductive descriptive using data array reduction, data exposing, and making conclusion. The triangulation evaluation method is used. The Research is multi-sites, so there are two data analysis used: internal analysis and across sites analysis.

The finding showed that: (1) the roles of the principals of the two sites can be noticed as the following: the principals understand and know the vision and the goal of KLK program, and they can share the vision to others. The principals also involve all the resources’ potentials to reach the goal, and they show good examples in conducting the task totally, doing evaluation and analysis, and finding the problem solving, (2) the management’s recruitment in KLK used selection and training; then, they get the material and non material compensation. (3) The students’ enrollment is by tracking from the main database in each school and then crosschecking in the field. This effort is helped by the religious and society leaders. a) The problems faced by the managements are: the students who has a bread maker in the family, students who stand on his own feet in life and the students who get involved in the gangs. b) To overcome these problems used informal and personal approach to students and their parents. And for some cases the schools involved the town security, (4) and the community’s role in KLK programs are supporting the program, helping to socialize it to the community, recruiting the students, and giving help in problem’ solution faced by the management. 
The conclusion is that the management of the two sites involved the society roles in student’s enrolment. The informal and personal approaches are used to overcome the problems especially about students’ motivation and financial problems. It is needed the professional staff to manage KLK. The schools applied some ways to enroll the staff, trained them, and gave them some financial and non financial compensation. 

Considering the conclusion above, there are many suggestions proposed: (1) The Education Department Affairs (Depdiknas PTKSD) should makes coordination and involves some related institutions such as Social Welfare Department when deciding the improvement programs for KLK, since there will not be maximum result without comprehensive handling that involves many related institutions.(2) The success of KLK programs should be supported by the government. .The supports can be finance, facility, or the prosperity of the teachers and the staffs of KLK. The social Welfare Department should support this program by the effort of empowering the economic welfare of the students’ parents. This will be an important factor to support the success of KLK program. (3) The Education Department Affairs Kota Mekar should make the success of KLK in both elementary schools be the model of KLK management in other elementary schools. It should also make some specific studies and coordination with many other related institutions to open the similar programs that can be handled by the society such as private elementary schools or Islamic primary schools. Therefore, there should be definite regulations, technical hand outs, and the efforts to socialize the program to the government/ the regency or to the parliament. (4) The principals of the schools should involve the whole components to make some mutual relationships by understanding the visions and missions of KLK program. The principals can hold regular meetings with those components to know the improvements achieved by each component so that the programs can be evaluated and proposed some actions to overcome the problem appeared. (5) The involvement of the school board should be improved, especially related with the relationship between the school and the students ‘parents; since ideally the principal and the teachers focusing in teaching learning processes and the school board try to empower the parents of KLK students economically. Thus will support the success of KLK program not only when the students stay in elementary school but also when they continue to higher level (6) The Department of Education Affairs has to inform the KLK program into society thus will emerge the society involvement to the program especially for non government organizations which focusing empowering the poor and street children. 
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Abstrak
Sekolah dasar merupakan fondasi bagi kelanjutan jenjang pendidikan anak selanjutnya. Keunggulan atau prestasi sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel baik itu dilihat dari dimensi yang tampak, yang bisa diukur dan dikuantifikasikan, terutama perolehan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan kondisi fisik sekolah tersebut dan dimensi yang tidak tampak, yaitu dimensi soft, yang mencakup nilai-nilai (values), keyakinan (beliefs), dan norma-norma perilaku. Dimensi terakhir ini disebut sebagai the human side of organization (sisi/aspek manusia dari organisasi), yang justru lebih berpengaruh terhadap kinerja individu dan organisasi. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah baik negeri maupun swasta tidak lepas dari nilai-nilai yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk artefak yang menjadi budaya organisasi sekolah. Artefak yang merupakan wujud luar dari sebuah nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah merupakan kunci masuk orang luar untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan di lakukan oleh sebuah sekolah. Kemudian dari tinjauan Artefak yang mendalam dapat di ketahui nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah kemudian menciptakan komitmen yang luas untuk kepentingan sekolah dan memantapkan sistem sosial sekolah.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam budaya organisasi sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Rahmah (MIR), Sekolah Dasar Negeri Lestari (SDN L), dan Sekolah Dasar Katolik Kasih (SDK K) Kota Bunga. Tujuan Umum tersebut dijabarkan menjadi tujuan khusus sebagai berikut; (1) mendeskripsikan nilai-nilai yang diyakini di ketiga sekolah dasar tersebut, (2) mendeskripsikan nilai-nilai yang menjadi kekuatan dari ketiga sekolah tersebut (3) mendeskripsikan jenis-jenis artefak sebagai implementasi dari nilai-nilai yang diyakni di MIR, SDN L dan SDK K di Kota Bunga. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi kasus. Data yang diperoleh dari tiga sumber; peneliti, sekolah dan 20 orang informan kurang lebih selama satu tahun penelitian. Secara fenomenologis penelitian ini mengungkapkan fenomena kasus kajian secara holistic, komprehensif dan kontektual tentang makna interaksi warga sekolah di tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan cara: (1) observasi partisipan, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi dan mengkaji artefak. Data yang terkumpul dari ketiga teknik tersebut diorganisir, ditasir dan dianalisis secara berulang-ulang, baik melalui analisis dalam kasus maupun analisis lintas kasus untuk menyusun konsep dan abstraksi temuan penelitian. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekkan anggota dan diskusi teman sejawat. Sedangkan dependabilitas fdan konformabilitas dilakukan oleh pembimbing sebagai dependent auditor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Nilai-nilai yang diyakini di Masing-masing Sekolah adalah pada Madrasah Ibtidaiyah Rahmah, nilai-nilai yang diyakini yaitu; (a) nilai kebersihan, (b) nilai kebersamaan, (c)nilai kedisiplinan, (d) nilai keimanan, (5) nilai pelayanan pada siswa dan (6) kekeluargaan. Pada Sekolah Dasar Negeri Lestari, nilai-nilai yang diyakini yaitu; (a) nilai partisipasi orangtua siswa dalam proses pembelajaran, (b) nilai partisipasi orangtua siswa dalam pendanaan sekolah, (c) keimanan dan (d) kedisiplinan. Pada Sekolah Dasar Katolik Kasih, nilai-nilai yang diyakini adalah; (a) nilai keimanan, (b) kedisiplinan, (c) cinta sesama dan diri sendiri dan (d) nilai ketauladanan suster,(2) Nilai-nilai yang menjadi kekuatan di masing-masing sekolah pada MIR adalah nilai kebersamaan, pada SDN Lestari adalah nilai partisipasi orangtua siswa dalam pembelajaran, pada SDK Kasih adalah nilai cinta sesama dan cinta diri sendiri, (3) Artefak-artefak sebagai manifestasi dan pendukung nilai-nilai yang diyakini adalah (a) bentuk-bentuk perilaku sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang diyakini, (b) tata letak (lay out) benda sebagai sarana dan manifestasi nilai yang diyakini, (c) benda-benda sebagai alat untuk membantu merealisasikan nilai-nilai yang diyakini, (d) bangunan fisik sebagai realisasi dari nilai-nilai yang diyakini, (e) simbol-simbol sebagai wadah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang diyakini dan (f) cerita-cerita bijak untuk memperkuat nilai-nilai.

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada: (1) Kepada Kepala Sekolah hendaknya kebiasaan warga sekolah yang selama ini telah berlangsung sudah menjadi karakter dan kekuatan sekolah, sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan, (2) Kepada para penyelenggara pendidikan hendaknya dapat mengadopsi nilai-nilai dan artefak yang menjadi budaya organisasi ketiga sekolah dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan karakter dasar sekolahnya, (3) Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota maupun Departemen Agama Kota hendaknya memberikan otonomi kepada sekolah secara penuh, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sekaligus mendapatkan dukungan dan sumber daya dari para stake holders, (4) Kepada para pendidik yang setiap hari berhadapan dengan peserta didik dengan segala probematikannya, dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan untuk bekal para anak didik agar memiliki karakter kuat untuk bisa menjadi manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan intellektual tapi juga akhlak serta memiliki kepakaan sosial yang kuat. (5) Kepada peneliti berikutnya kiranya dapat mengembangkan lebih dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan ‘the human side of organization’. Hasil penelitian di tiga sekolah yang telah dikemukakan diatas perlu dieksplor lagi, karena disini peneliti hanya sebatas mengangkat kepermukaan nilai-nilai serta artefak yang terdapat di tiga sekolah tersebut. Penelitian mendalam bisa masuk pada ranah basic assumption dan philosophical bases, sehingga hasil penelitian ini bisa lebih sempurna.
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Abstract

Elementary School is the foundation for the continuation of the students education level in advance. A number of variables, both implicit and explicit may have affected the quality of education, whether it can be measured and quantified such as; students scores in national examinations and school physical buildings or cannot be measured as the intangible force that is the soft dimension including values, beliefs and norms. This second dimension is named as the human side of organization which have greater affect on individual performance.

In educating process whether in governmental schools and also in the private ones must have organizational values which are obvious and implemented in the school artifact which this is named as school organizational culture. Artifact is the outside performance of the school members inside values which can be the entrance door of the outsider to understand what had been done, what is going on and what will be doing in that school. Then from studying the artifact deeply can emerge the believed values of the school members, and then the wide commitment presents for school need and also for strengthen the school social system.

A general goal that will be accomplished of this research is finding and also describing the educational values in school organizational culture at the Madrasah Ibtidaiyah Rahmah (MIR), Sekolah Dasar Negeri Lestari (SDN L) and Sekolah Dasar Katolik Katolik (SDK K) at Bunga city. That general goal is divided into three focuses of study that is; (1) describing the believed values of the three schools, (2) describing the strong values of the three schools and (3) describing the artifacts as the implementation of the values of he three schools. A multi-case study using phenomenological and cultural approach was used in this research. Data were collected from three sources that is researcher herself, schools and 20 informants and lasted for more or less one year. Phenomenological method was applied to explicate meaningful phenomenon holistically, comprehensively about the interaction among the people in the particular context. Data were collected through (1) participant observation, (2) interview, (3) documenting and studying the artifacts. The data were then organized, interpreted, and repeatedly analyzed, case by case and crossed cases, in an attempt to develop concept and theoretical abstraction of the research findings. In order to achieve credibility of the data, the researcher used triangulation procedures, respondents’ review, and peer discussion. Dependability and conformability were determined by dissertation advisers as dependent auditors.

The research first finding shows that the believed values at the Madrasah Ibtidaiyah Rahmah are (a) cleanness value, (b) togetherness value, (c) discipline value, (d) faith value, (e) student’s service value and (f) familiarity value. At the Sekolah Dasar Negeri Lestari, the believed values are (a) parents’ participation in enriching the students knowledge value, (b) parents’ participation in funding the school needs value, (c) discipline value and (d) faith value. At the Sekolah Dasar Katolik Kasih, the believed values are (a) faith value, (b) discipline value, (c) loving others and her/him self value and (d) model value. The second finding shows that the values that can be the strong points of the three schools are (a) togetherness values at MIR, (b) parents’ participation in enriching the students knowledge value at SDN L, and (c) loving others and her/him self value at SDK K. The third finding shows that the artifact that are the manifestation of the believed values in those three schools are (a) some forms of behaviors as the manifestation of the believed values, (b) lay out of object as an instrument for implementing the value, (c) some tools for helping the values, (d) buildings as the actualization of the value, (e) symbols as a mean for communicating the values and (f) wise stories for strengthen the value.

This study offers some recommendations as follows; First, that the school principals as the values and the artifacts are has been the school members routines and also be the characters and strong points of the schools so these values must be kept and built continually. Second, that the education foundation adopt some or all school organizational values and artifacts under investigation so that their behavior and performance have sound basis. Third, the government that to implement school autonomy wholeheartedly. It is expected that the school can optimally enhance its potential with the support of stakeholders. Forth, that the teachers who facing the students almost every day accompanied by its problem can give a good contributions for building the humanize values for the sake of the students’ resources, so that they may have a strong character for being a human not only have a good intellectual but also have a good moral and have a wide social emphatic attitude. Fifth, that prospective researchers further explore cultural aspects of school organization, particularly the human side of organization. The findings of this research need to be deeply explored, because in this chance the researcher has only studied the surface of the values and artifacts in those three schools. Studying deeply into the basic assumptions or philosophical based of the values will make the findings more complete.
Keywords: school organizational culture, values, artifacts 
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Abstrak

Penyelenggaraan penjaminan mutu merupakan bagian dari upaya untuk membangun kemampuan persaingan bangsa melalui pengembangan kelembagaan yang sehat. Pendidikan tinggi tidak bisa lepas untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan tanggung jawab sebab anggaran belanja perguruan tinggi terutama yang BHMN maupun swasta sepenuhnya bergantung pada sumbangan dari stakeholder. Mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu lembaga yang membina, men​ciptakan perubahan dan perkembangan, serta kemajuan kebudayaan suatu bangsa. Demikian juga Universitas Metropolis, Universitas Beachapolis, Universitas Agro​polis sebagai lembaga pendidikan juga turut serta me​majukan kebudayaan bang​sa Indonesia. Untuk itu, sudah sewajarnya ketiga PTM tersebut mening​katkan kualitas layanan akademiknya terhadap maha​siswa dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (SJM). 

Fokus penelitian ini (1) Proses penetapan standar mutu perguruan tinggi Muhammadiyah; (2) Proses pemenuhan standar mutu di Universitas Metropolis, Universitas Beachapolis, dan Universitas Agropolis. Se​​dangkan tujuannya adalah (1) mendeskripsikan proses penetapan standar mutu perguruan tinggi Muham​madiyah; (2) mendeskripsikan proses pemenuhan standar mutu di Universitas Metro​polis, Universitas Beachapolis, dan Universitas Agropolis.

Mutu adalah karakteristik dari suatu produk atau pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan terpuaskan. Unsur utama kualitas dalam penjaminan mutu difahami sebagai proses adanya kepastian bahwa telah terdapat standar yang spesifik dan secara terus menerus diupayakan dicapai untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. Dengan demikian mutu pem​belajaran menunjuk pada tinggi rendahnya standar. Ditegaskan oleh Ellis (1993) bahwa pemikiran tentang bentuk kualitas dalam pembelajaran yang penting bahwa kualitas selalu terkait dengan kepuasaan konsumen atau pelanggan, yang dalam hal ini primary customer adalah mahasiswa. Mutu kini semakin populer karena dianggap sebagai langkah terbaik untuk membantu memperoleh sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Kalau saja dapat disarikan bahwa pendidikan yang efektif dan efisien sesungguhnya fokusnya adalah pembelajaran maka penjaminan mutu dalam pembelajaran (quality assurance in teaching) akan sangat terkait dengan aspek-aspek di bawah ini karena dipandang sumber-sumber mutu pendidikan berawal dari (1) pemahaman tentang guru; (2) nilai moral tinggi; (3) hasil ujian yang unggul; (4) dukungan orang tua dan masyarakat sekitar; (5) kecukupan sumber; (6) penerapan teknologi mutakhir; (7) kekuatan dan tujuan pemimpin; (8) care dan berperhatian terhadap siswa; (9) kurikulum yang menantang. (Middlehurst, 2001). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai data yang diperoleh di lapangan secara apa adanya (taken for granted) melalui pemahaman, interpretasi, dan pendalaman tentang praktek sistem penjaminan mutu (SJM) yang diim​le​men​tasikan oleh Universitas Metropolis, Universitas Beachapolis, dan Universitas Agropolis dalam rangka me​ning​katkan kualitas layanan akademiknya kepada para pelanggan (mahasiswa) dengan cara peneliti terlibat langsung dengan subjek di lingkungan penelitian.

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Proses penetapan standar mutu perumusan tujuan yang melibatkan semua pihak di universitas menjadikan komponen-komponen yang ada di universitas berkomitmen melak​sa​na​kannya ; (2) Proses penetapan standar mutu pengambilan kepu​tusan melalui musyawarah mufakat dapat meminimalisir per​masalahan-permasalahan yang muncul di universitas ; (3) Etika dosen yang berkepribadian Muhammadiyah berupa a​mar makruf nahi mungkar akan memunculkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas ; (4) Kurikulum yang disusun berdasarkan kurikulum nasi​o​nal, institu​sio​nal, dan dunia kerja meningkatkan kompetensi dan daya saing lulu​san ; (5) Proses pemenuhan standar mutu perencanaan program studi/​kepena​si​ha​tan akademik membantu kesulitan pribadi yang berhubungan dengan studi dan memahami sikap ilmiah mahasiswa; (6) Proses pemenuhan standar mutu pe​lak​sanaan per​kuliahan dengan metode penyajian materi yang variatif memunculkan sikap M-M yaitu memotivasi dan menyenangkan mahasiswa; (7) Proses peme​nuhan standar mutu pelaksanaan pe​nilaian yang terbuka, transparan, menye​nang​kan dapat meningkatkan mutu perkuliahan; (8) Proses pemenuhan standar mutu pembimbingan dan praktikum yang sesuai ketentuan dalam bu​ku pedoman mengoptimalkan pencapaian tujuan dan tidak adanya waktu yang terbuang sia-sia.

Kata kunci: sistem penjaminan mutu, layanan akademik, pendidikan tinggi, perguruan tinggi Muhammadiyah
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Abstract

Implementation of quality assurance is part of the effort to set up the nation’s competitiveness through healthy organizational development. Higher education has to strive to upgrade its quality and responsibility because its budgetary fund, especially those with BHMN status and private universities, depends on stakeholders’ contribution. The great number of universities in Indonesia is unlikely to be left in running without guarantee. Universities must be responsible for the society by giving quality assurance.Considering that edu​cational institution as one of agents of change which calls into changing, developing and advancing the nation’s culture, Metropolis University, Beach​apolis University and Agropolis University must go along with the demand. Therefore, it is righteously that those three higher education increase their academic service quality by implementing quality assurance system. It is very impor​tant for them to stand forth to qualified institutions in the era of glo​ba​lization. This research focuses on (1) the process of determining the university’s quality standard in Metropolis University, Beachapolis University, and Agropolis University (2) accomplishment process of teaching learning quality standard in those three univeristies. While the objectives of the study are (1) to describe the determining process of university’s quality standard in those three universities; (2) to describe the accomplishment process of teaching learning quality standard in those mentioned Universities.

Quality is the characteristics of a product or service which meet the expectations and the needs of the customers so that they are satisfied with it. The most important element of quality in quality assurance is known as the process of certainty that there are specific standards and continuously effort to achieve them to reach an excellent product or service. Ellis’ notion (1993) that the important thoughts of quality form in teaching learning is concerned with consumers’ satisfaction, in this case the primary consumer is the students.  Quality is getting popular now because people think it is the best way to get an effective and efficient educational system. The effective and efficient education should focus in teaching so the quality assurance in teaching will concern with the following aspects (1) understanding teachers; (2) moral values; (3) excellent examination results; (4) parents and community’s supports; (5) resources sufficiency; (6) the most up-to-date technological application; (7) leadership power and goals; (8) students care; (9) challenging curriculum (Robin Middlehurst, 2001). The study used qualitative approach. It is based on the research problem and the purpose that is to describe comprehensively the data taken from the subjects of the research by means of understanding, intrepreting, going in depth the practice of quality insurance in University of Metropolis, University of Beachapolis, and University of Agropolis to improve their academic service quality for their stakeholders. The writer is directly involved with the subject in the research setting. 

The results of this study are (1) the process of determining quality standard of formulating goal involving all the parties in the university makes them committed to do it; (2) the process of determining quality decision making through discussion minimizes problems in the university; (3) Lecturer’s ethic with Muhammadiyah characteristics amar makruf nahi munkar increases the responsibilty in doing jobs; (4) the curriculum which is designed based on national, institutional and the real world curriculum boosts up the competency and competitiveness of the graduates; (5) the process of accomplishment of quality standard of study program or academic advisory helps personal problem dealing with students’ learning and understanding scientific attitude; (6) the process of accomplishment of lectures carrying out with various material presentation arises students’motivation and interest; (7) the process of accomplishment of quality standard of open, transparant, and interesting scoring increases the lectures’ quality; (8) the process of accomplishment of quality standard of guidance and practical work which is suitable with the university manual optimizes the achieving goal and minimizes the waste of time.

Keywords: quality assurance system, academic services, higher education, Muhammadiyah higher education
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Abstrak

Universitas merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang melakukan proses pendidikan tinggi, peneliti melakukan penelitian tentang Penjaminan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Timur, Saat ini telah memasuki era Globalisasi, yang menuntut sumber daya manusia mampu menghadapi persaingan secara global, oleh karena itu pendidikan di negara Indonesia harus, mampu menghadapi persaingan, dengan meningkatkan kualitas dan melakukan penjaminan mutu. penelitian ini difokuskan pada penjaminan mutu eksternal dan internal, mengingat mutu merupakan bentuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan oleh pengelola agar mutu tidak hanya merupakan suatu ‘simbul’ saja. Terdapat dua cara pelaksanaan penjaminan mutu secara eksternal yaitu dengan mengikuti akreditasi institusi, dan akreditasi program studi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Higer Education Long Term Strategy 2003-2010 yang salah satu visinya adalah meningkatkan kesehatan organisasi, dan dari kesehatan organisasi tersebut tertera penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang (1) penjaminan mutu melalui akreditasi, sebagai audit mutu pendidikan secara eksternal yang dilakukan oleh (BAN-PT), (2) pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagai inisiatif sendiri, pada Universitas Sukiyanto, Universitas Suherman, dan Universitas Madjedi. Pendekatan yang digunakan kualitatif, hal ini sesuai dengan alasan serta tujuan lebih berorientasi pada pengembangan teori, dengan rancangan studi multisitus, yang didasarkan pada persamaan yang terjadi pada lokasi penelitian, maka peneliti membuat rancangan penelitian metode komparatif konstan. (the constant comparative method) yang artinya bahwa “rangkaian langkah-langkah yang berlangsung sekaligus dan analisisnya selalu berbalik kembali ke pengumpulan data dan melakukakan pengkodean”, “Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci (the key instrument), dan untuk memperoleh informasi yang relevan, maka dalam penelitian ini selain memilih informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji, juga cara memilih informan bersifat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan data”. dengan tehnik sampling bola salju, tiga tehnik yaitu; (1) Wawancara mendalam, (2) Observasi pertisipasi, (3) Studi dokumentasi. Setelah data diperoleh maka untuk menjaga kesahihan data, maka dilakukan trianggulasi data, sedangkan analisis data melalui 2 (dua) tahap yaitu; (1) Analisis data masing-masing situs, dan (2) Analisis data lintas situs. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu eksternal pada pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Universitas adalah dengan melalui akreditasi Institusi dan akreditasi program studi, yang dipersiapkan dengan mengikuti ketentuan dari standar akreditasi dari BAN-PT, dengan melengkapi pengisian borang akreditasi, dan melakukan EPSBED sebagaia validasi data untuk menetapkan status akreditasi dilakukan visitasi oleh asesor dari BAN-PT, untuk melakukan hal ini diperlukan suatu perencanaan yang diprogramkan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan, yang dimulai dari tingkatan program studi, fakultas kemudian koordinasi dengan pimpinan pada tingkatan ‘Rektorat’, pimpinan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan akreditasi oleh karena itu strategi yang dilakukan harus dapat mewujudkan tercapainya tujuan, sedangkan secara tehnis akreditasi memerlukan persiapan yang memakan waktu relatif lama karena berbagai komponen yang harus dinyatakan dan dibuktikan secara fisik sesuai dengan standar akreditasi, kebijakan pergantian pimpinan dapat mempengaruhi kesiapan dari pelaksanaan akreditasi, persiapan akreditasi dilakukan oleh pengelola dengan mempbentukan ‘tim’ yang didasarkan atas ‘task force’ melalui surat keputusan dekan, koordinasi anggota tim menjadi bagian penting untuk dapat melakukan akreditasi, begitu juga dukungan dan loyalitas dari anggota tim. Akreditasi merupakan program yang direncanakan dan dilakukan secara berkesinambungan, dengan mencantumkan status terakreditasi pada ijazah yang diperoleh mahasiswa dapat memberikan peluang untuk mencari kerja, jika pengelola program studi tidak mempersiapkan status terakreditasi, maka akan berdampak tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa, dan jika ini terjadi, maka untuk melakukan pengajuan akreditasi pada BAN-PT semakin mengalami kesulitan, dan ketentuan ini tidak dapat ‘direkayasa’ karena adanya laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dilakukan setiap semester.

Penjaminan mutu secara internal, juga dilakukan oleh Universitas yang diteliti, dengan menetukan model pelaksanaan yang disesuaikan pada kondisi masing-masing universitas, sehingga terjadi perbedaan dari universitas satu dengan yang lain, tetapi pada hakekatnya dilakukan penjaminan mutu internal ini untuk memberikan jaminan kualitas pada pengguna jasa pendidikan tinggi, yang ditekankan pada pencapaian ‘mutu’ yang sudah ditetapkan pada standar mutu, pelaksanaan ini berhubungan dengan visi dan misi universitas, dalam melakukan penjaminan mutu internal, para pimpinan universitas berperan penting, dengan memahami kebutuhan pengguna jasa pendidikan tinggi dapat memberikan wawasan yang berharga dan mempengaruhi keputusan strategi, peranan PHKI, melalui hibah kompetisi yang diberikan oleh Dikti mempunyai pengaruh dalam kelangsungan penjaminan mutu. Jadi dalam penjaminan mutu ini: (1) Strategi pimpinan untuk mengelola universitas yang melakukan penjaminan mutu harus direncanakan dalam program kerja, (2) Masa jabatan pimpinan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan akreditasi, (3) Standar akreditasi dipersiapkan, (4) Asesor yang melakukan tugas akreditasi dengan obyektif, dapat memberikan hasil peringkat akreditasi yang sesuai.
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Abstract
A University commonly runs formal education in different levels that is undergraduate (S1) and post graduate program (consisting of S2 and S3). In the globalization era, competitive human resources are required to win the global competition. Therefore, in order to lead the worldwide human resources rivalry, Education in Indonesia should be able to increase its quality through Q A. Assurance because quality is a needed by education society. Therefore, in order to avoid fake value (just a “symbol” quality), education organizer needs comprehensive preparation for the true quality. There are two ways of external quality assurance that is by following accreditation for institution and department level which are organized by National Accreditation Body for Higher Education (BAN PT) which formulates the 15 standards (recently simplified into 7 points in 2009). A university fulfilling those standards is considered accredited by BAN PT. Meanwhile, the internal quality assurance is really suited with the internal situation and condition of the intended university. This study is intended to describe about (1) preparatory efforts for the implementation of quality assurance through accreditation (2) the implementation of internal quality assurance to be internally initiated at University of Sukiyanto, University of Suherman, and University of Madjedi.

The study uses qualitative approach in that it is suitable with the reason to generate the theory. Since, a multisite study is chosen based on the similarity of the settings of the research, the researcher uses the constant comparative method meaning that the series of steps of data gathering and analysis always refer back to the process of collecting data and coding. The instrument of the research is the researcher herself (as the key instrument). To select the relevant information, the researcher selects the informant who really knows about the problem to be investigated. This process is commonly known as snowball sampling technique which is done in three ways; (1) depth interview, (2) participant observation, (3) documentation study. After the data is collected, triangulation is used to acquire the validity of the data sources. Data analysis is done in two steps; (1) Analyzing data at each individual site, and Analysis data at cross-site.

The research results show that the external quality assurance of higher education is done by institutional and departmental accreditation levels. The efforts to acquire accreditation are done by following standards from BAN PT to complete the accreditation Borang and EPSBED (to get data validation of each semester). Then the accreditation status is preceded after the information is collected by assessors of BAN PT from their visit. In order to prepare this process, some efforts are done by universities that are by planning programs embedded with all people in charges starting from the departmental level. Then, faculty coordinates with office of university head. Leaders and organizers have important role in the implementation of accreditation. Therefore, the strategies to be employed should be able to achieve the goals. Technically, accreditation needs relatively long preparation because many components should be stated and proved physically based on the standards of accreditation. The turnover of the organizers can significantly influence the preparation of accreditation. The preparation is usually done by establishing a team which is called ‘task force’ formed by the decree of dean. Coordination among the team members, the support and the loyalty are also important aspects to have accreditation successfully. Accreditation is a planed program continuously done by universities. This becomes serious expectation from consumers of higher education because by the accredited label of graduate’s certificate make the students convinced to compete in the global job networks.

If the person in charge of the department level does not prepare for the accreditation, the number of student to register is decreasing, meaning that the department does not enough trust from stakeholders and consumers. When this happens, proposing accreditation to BAN PT will be more difficult because the data of each semester of the department that has to be reported through EPSBED becomes un-trusted (lack of students).

Internal quality assurance implemented by the observed universities is to determine models suited with the condition of each setting so that they have different ways of implementation. The main goal of the internal quality assurance is to guarantee the quality of the higher education management by optimizing efforts to achieve quality standard. 

Conclusion can be made as follows: (1) Leader’s strategy to organize quality assurance must be arranged in a strategic plan, (2) The frequent turnover of the university leaders influences the effectiveness of preparing accreditation from BAN PT. (3) The standard of accreditation should be well-prepared, (4) Internal quality assurance should be matched with the university visions and missions. 

Key words: quality assurance, higher education accreditation, standards for accreditation
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Abstrak

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, merupakan bentuk kesinambungan tradisi pendidikan yang mengakar kuat dalam sejarah Islamisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan pesantren merupakan sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyaratan dan kebangsaan. Disamping itu pendidikan pondok pesantren juga merupakan pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kultur dan tradisi yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Akan tetapi sistem pendidikan pondok pesantren sekarang banyak dikembangkan dan dipadu dengan sistem pendidikan sekolah formal yang lebih dikenal dalam istilah sistem pendidikan pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah (tradisional dan modern). menjadi sistem kombinasi.

Kedua sistem pendidikan tersebut ini memiliki tradisi yang berbeda. Pendidikan pondok pesantren memiliki tradisi untuk mendalami ajaran agama Islam dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, ketaatan dalam beribadah, akhlaq yang mulia, kemandirian, kesabaran, kesederhanaan inilah yang banyak dijumpai di pondok pesantren dan sulit dijumpai pada sekolah pada umumnya. Sementara tradisi kritik, kreatif, dinamis, progresif, terbuka, inovatif, tampaknya banyak dimiliki oleh pendidikan pada sekolah umum. Untuk mengetahui perubahan inovasi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan perumusan perubahan bentuk satuan pendidikan pondok pesantren, melalui studi multi kasus pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Gading Malang, dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Maksud tersebut dapat diketahui dengan mendiskripsikan perubahan bentuk-bentuk satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren, kreator perubahan (agent of change), terjadinya perubahan, maupun tujuan pendidikannya. Rumusan perubahan bentuk satuan pendidikan itu diperlukan bagi pendidikan pondok pesantren agar para siswanya dapat memiliki keunggulan-keunggulan, baik dari segi kepribadian maupun keilmuan yang senantiasa melekat pada setiap individual santri ketiga Pondok Pesantren tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan bentuk satuan pendidikan pondok pesantren studi multi kasus pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Gading Malang, dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, mengenai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pondok pesantren, dapat penulis kemukakan antara lain: (a) Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren memiliki bentuk satuan pendidikan jalur formal dan nonformal, baik sistem klasikal yang berbentuk satuan pendidikan madrasah, maupun berbentuk satuan pendidikan sekolah umum. Baik yang memiliki kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional maupun kurikulum dari Kementerian Agama, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah dan bahkan ada pendidikan tinggi. Tetapi belum semua memiliki sarpras yang memadai. (b) Kreator perubahan (agent of change) pada pondok pesantren, merupakan tokoh-tokoh sentral, baik berpredikat sebagai Ulama’, Pendiri, Pengasuh, Direktur, Kepala Pondok, atau Kepala Sekolah, yang memiliki integritas, intelektual serta penuh pengabdian tinggi terhadap perkembangan pendidikan pondok pesantren. (c) Terjadinya perubahan, tidak dapat ditentukan secara interval waktu yang tertentu, hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi, serta kesiapan sumberdaya internal, dan respon dari sang kreator terhadap arus perubahan. (d) Tujuan dari perubahan bentuk satuan pendidikan yang terjadi selama ini, diasumsikan agar keilmuan santri bertambah tinggi, maka harus lebih lama dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya perubahan bentuk satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tingkat tinggi, dan beragam. Dengan demikian banyak pilihan bagi santri dalam menuntut ilmu. Hal ini berimplikasi kepada pondok pesantren yang demikian banyak diminati. Sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan eksis (survival). Dengan perkataan lain, perubahan bentuk satuan pendidikan pondok pesantren dalam mempertahankan eksistensinya dapat terwujud.

Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi pengembang ilmu manajemen pendidikan dan ilmu sosial kemasyarakat, agar dijadikan referensi untuk bahan kajian dan pengembangan studi manajemen kepesantrenan khususnya dan manajemen pendidikan pada umumnya. (2) Bagi penyelenggara pondok pesantren, dapat melanjutkan program masing-masing yang sudah dicanangkan dan bahkan diperkuat dan dikembangkan secara terus menerus mengingat kebutuhan masyarakat semakin menguat. (3) Bagi Kementerian Agama Cq. Direktur Pekapontren, agar pelaksanaan sertifikasi Guru swasta porsinya ditingkatkan. (4) Bagi Kementeian Pendidikan Nasional yang mengawal sisdiknas, agar menata ulang sistem pemberian BOS, karena dengan sistem sekarang, hanya mengacu kepada jumlah murid. (5) Bagi pemerintah daerah dimana pondok pesantren berdiri, hendaklan memberikan dukungan penuh terutama menyangkut kebutuhan sarpras dasar dari standar pelayanan minimal pendidikan. (6) Bagi para peneliti agar dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu menyingkap lebih mendalam tentang perubahan bentuk satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren ditinjau dari medan fokus yang lain.

Kata kunci: perubahan bentuk satuan pendidikan pondok pesantren, eksistensi organisasi.
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Abstract

Muslim Boarding School which serves as native Islamic education institution is a continuation of education tradition grown strongly in Islamization history in unitary nation Republic of Indonesia. The education of Muslim Boarding School is also a sub-system of National Education with the purpose to make intelligent national life, to make complete Indonesian people, namely the peoples believe in God The One, virtuous, possessing knowledge and skill, physically and mentally healthy, steady and independent personality, and social and national responsibility. Besides, Muslim Boarding School also serves the oldest education institution in Indonesia with the culture and tradition different from schools in general. However, many education systems of Muslim Boarding School at present is developed and combined with school education, where in term of education system, it is known as salafiyah and khalafiyah (traditional and modern) Muslim Boarding School.

Both education systems have different tradition. The education of Muslim Boarding School has tradition to study Islamic norms deeply and implements them seriously, obedient in religious service, noble morals, autonomous, patient, modesty; all of them are found in Muslim Boarding School, but difficult to find in schools in general. Meanwhile the traditions of critics, creative, dynamics, progressive, openness, innovative are possessed by general schools.

To find out the innovation change as stated above, there must be a formulation of educational change in Muslim Boarding School, through multi-cases study on Tebuireng Muslim Boarding School Jombang, Gading Muslim Boarding School Malang, and Sidogiri Muslim Boarding School Pasuruan, in the attempt to preserve the existence. The purpose can be identified by describing the change of educational unit managed by Muslim Boarding School, agent of change, the occurrence of change, or the purpose of education. This formulation of education unit change is required for education of Muslim Boarding School in order the students have excellencies either from personality aspect or scientific aspect of the students from three Muslim Boarding Schools above.

From the result of study, it is found out that the change of education unit in Muslim Boarding School multi-cases study on Tebuireng Muslim Boarding School Jombang, Gading Muslim Boarding School Malang, and Sidogiri Muslim Boarding School Pasuruan, concerning education process in the attempt to achieve the objective of education in Muslim Boarding School, the writer may present: (a) Education institution carried out by Muslim Boarding School has formal and informal education unit, either classical in term of islamic school education unit or general school education unit. Possessing curriculum from National Education Ministry of the one from Religion Ministry, from basic, middle or higher education level. But not all of them has sufficient infrastructure. (b) Agent of change in Muslim Boarding School is central public figure, either with the predicate of Ulama, Founder, Coach, Director, Head of Muslim Boarding School, or Headmaster possessing integrity, intellectual and high integrity to the development of Muslim Boarding School. (c) The occurrence of change cannot be determined with certain time interval, this depends on the situation and condition, as well as the readiness of internal resources and the respond of creator toward change stream. (d) The purpose of education unit change happened so far is assumed in order the knowledge of the students is higher, therefore they must study in longer time. Therefore the education unit change from basic education level are various. Therefore many options for the student in seeking knowledge. This has implication that many peoples like Muslim Boarding School. Therefore it may maintain the survival. In another words, the change of education unit of Muslim Boarding School in preserving the existence may succeed.

The suggestion presented in this study is that: (1) For the developer of management and public-social science, this can be a reference of study and in management development of Muslim Boarding School and another general education. (2) For the management of Muslim Boarding School may continue respective program determined and even continually strengthened and developed considering the higher demand of the people. (3) For Religion Ministry in this case if Director of Muslim Boarding School, in order the implementation of private teacher certification has bigger portion. (4) For National Education Ministry which supports national educational system, in order to re-settle the provision of BOS, since with present system, it only refers to the number of students. (5) For regional government where Muslim Boarding School is situated, there should be full support dealing with basic infrastructure according to standard of minimum educational service. (6) For the researcher, in order there will advanced and continual research to reveal the change of education unit managed by Muslim Boarding School noticed from another focus.

Keywords: the change of education unit from, of muslim boarding school, organizational existence.














